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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

Mengingat

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

—_

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis
dalam pembangunan di daerah sehingga dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan
dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi
guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan
tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk
meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib
usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan
pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Izin Usaha Jasa konstruksi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1820);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesai Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran
Negara nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
(Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran
Negara RI Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
04/PRT/M /2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU
adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin
Barat;

. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah surat permohonan untuk

mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang
diajukan oleh Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten
Kotawaringin Barat;

Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Konsultansi
Perencanaan, layanan Usaha Jasa Pelaksanaan dan layanan
Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan konstruksi;
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9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing
beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan
atau bentuk fisik lainnya;

10.1zin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan
kepada  perusahaan jasa  konstruksi untuk dapat
melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
melalui pejabat yang ditunjuk;

11.Instansi pelaksana adalah organisasi yang bertugas
menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang
ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

12.Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan
pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas
kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk
perusahaan;

13.Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan
klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan
usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan
yang selanjutnya disebutkan Sertifikat Badan Usaha (SBU);

14.Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut
perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang
usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa
Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa
Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi
Pengawasan Konstruksi;

15.Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi
pengawasan) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan
(fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan
atau akte perubahannya;

16.Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan
untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang
yang dibuktikan dengan akte pengangkatan Kepala Cabang;

17.Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk
sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan
usaha;

18.Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman [UJK
dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan;
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19.Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) adalah suatu bentuk
perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha
lainnya;

20.Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang
dibentuk oleh Bupati Kotawaringin Barat untuk melakukan
pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
memberikan IUJK dengan tujuan untuk melindungi kepentingan
masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan dalam Peraturan Daerah
ini meliputi wewenang pemberian IUJK, persyaratan dan tata
cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan,
jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban,
laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB III
WEWENANG PEMBERIAN IUJK
Pasal 4

(1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada BUJK yang
berdomisili di Kotawaringin Barat.

(2) Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk
memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian
[UJK.

(3) Dalam hal pemberian I[IUJK dilaksanakan oleh unit
kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK
dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit
kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 5

(1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau
untuk dijual, disewakan, wajib direncanakan/dilaksanakan
dan diawasi pembangunannya oleh perusahaan yang memiliki
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).



